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RINGKASAN

Tuhan menjadikan  makhluk-Nya  berpasang-pasangan, menjadikan
manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu
pula tumbuh-tumbuhan dan scbagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu
hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri membangun rumah
tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pentalian
yang kokoh dan tidak mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah
atau ijab qobul perkawinan.

Khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam masalah perkawinan
dan perceraian selain menganut aturan yang tercantum dalam UU No.l Tahun
1974 maka terhadap merecka diberlakukan Peraturan Pemerintah khusus vaitu PP
No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur
negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik
bagi masyarakat dalam tingkah laku, termasuk menyelenggarakan kehidupan
berkeluarga. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun terithami untuk menyusun
skripsi dengan judul: “Kajian Yuridis Tentang Syiqaq Schagai Alasan Dalam
Mengajukan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr)”.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu
Mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian
Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan
syiqaq sebagai alasan bagi Pegawai Negeri Sipil. Apa alasan hakim mengabulkan
dan menolak gugatan perceraian dengan alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum serta untuk mengetahui mengapa syiqaq dapat
dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan perceraian Pegawai Negeri Sipil,
bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai alasan
bagi Pegawai Negeri Sipil serta alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan

perceraian dengan alasan syigaq Pegawai Negeri Sipil.
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Penyusunan skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu cara
berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang
bersifat Khusus. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data sekunder dan
sumber data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi
kepustakaan, Rancangan Undang-undang dan studi lapangan. Metode analisa data
yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif

Syiqaq merupakan upaya penyelesaian dengan jalan damai yang
disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus
menerus yang mana akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga yang penuh
dengan ketidakharmonisan. Syiqaq adalah jalan sebaik-baiknya bagi kaum muslim
yang mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syiqaq
diambil sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir dan
mempertimbangkan bisa lebih matang dan mendalam. Syiqaq dapat dijadikan
alasan perceraian. Hakim dalam memutus perkara syiqaq harus dengan
mempertimbangkan dan mendengarkan Keterangan saksi atau orang hakam
(pendamai) yang diangkatnya. Proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan
alasan syiqaq sebagai alasan yaitu yang bersangkutan wajib melaporkan pada
atasannya serta dengan melihat pada pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 dan pasal 20
sampai 36 UU No. 1 tahun 1974. Pertimbangan hukum hakim dalam
mengabulkan perkara perceraian yaitu a) adanya hubungan hukum antara
penggugat dan tergugat yang dibuktikan dengan akta nikah nomor
169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982; b) antara kedua belah pihak tidak
dapat dipersatukan lag (persetujuan hakam); c) adanya ijin atasan langsung untuk
melakukan gugatan cerai. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan
perkara perceraian yaitu a) antara kedua belah pihak masih dapat dipersatukan lagi
melalui hakam atau juru damai; b) tidak adanya ijin atau tidak memperoleh 1jin
dari atasan; ¢) alat buktinya kurang tidak lengkap; d) karena keyakinan hakim atau
majelis hakim.

Xii
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Saran dari penyusun adalah dalam memutuskan perceraian secara syiqaq
tidak dapat berlaku secara global karena masyarakat Indonesia memiliki
keanekaragaman dan hukum yang mengatur tentang syiqaq sendiri belum jelas.
Peraturan yang mengatur tentang proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan
Syiqaq sebagai alasan belum jelas dan perlu adanya revisi terhadap Undang-
Undang tersebut serta adanya prosedur vang berbelit-belit vang menyulitkan
masyarakat. Hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian serta
dalam memberikan alasan sebaiknya tidak terlalu berpedoman pada satu dasar

hukum saja.
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang Masalah
Tuhan menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan
manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu
pula tumt ih-tumbuhan dan scbagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu
hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri membangun rumah
tangga yang damai dan teratur. Untuk ity haruslah diadakan ikatan dan pertalian
yang kokoh dan tidak mungkin putus dan diputuskannyalah
atau ijab qobul perkawinan (Mohd. Idris Ramulyo, 2002:31)
Indonesia sebagai negara yang berdasakan Pancasila Sila | Ketuhanan
Yang Maha Esa, hubungannya sangat erat dengan agama yang berperan penting.
Sehingga perwujudannya dinyatakan syah bila dilakukan melalui lembaga
perkawinan. Perkawinan adalah salah Satu sunnatullah yang umum berlaky bagi
semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-

ikatan akad nikah

tumbuhan.
Bila nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah bejanji dan bersedia akan

membangun satu rumaly tangga yang damai dan teratur akan hidup semati, sesakit
dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, ke bukit sama
mendaki, ke lereng sama menurun, berenang sama basah, terampai sama kering
terapung sama hanyut sehingga mereka menjadi satu keluarga. Setelah masing-
masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif maka tujuan

perkawinan dapat terwujud, seperti yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang
Perkawinan No.1 Tahun 1974 Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
g pengertian, membantu dan melengkapi.
Agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai
kesejahteraan spirituil dan materiil.

cekal tentunya suami istri perlu salin

perkawinan harus benar-benar dipikirkan secara mendalam Terutama putusnya

perkawinan tersebut dilakukan oleh mereka vang tergolong Pegawai Negeri Sipil
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(PNS). Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
dalam pasal 1 menyebutkan :

Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan dibagi menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. (lembaran Negara tahun
1974).

Dalam hal seseorang yang mempunyai profesi sebagai Pegawa Negeri
Sipil, untuk masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian tunduk
pada UU No.l Tahun 1974 maka terhadap mereka diberlakukan Peraturan
Pemerintah khusus yaitu PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil
adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat vang harus
menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, termasuk
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. (Abdul Manan dan Fauzan, 2001
286).

Oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan ditaati oleh Pegawai
Negeri Sipil khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pegawai Negen Sipil
merupakan contoh masyarakat yang patut diteladani oleh setiap orang maka dalam
hal perceraian tidak cukup hanya memenuhi alasan perceraian seperti apa yang
dicantumkan atau tertulis dalam peraturan pemerintah saja tetapi harus memenuhi
beberapa prosedur lain yang telah ditetapkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa
pergaulan yang sangat erat dan rapat di antara pergaulan yang ada di dunia ini
adalah pergaulan suami isteri. Hari-hari untuk bertemu tidaklah tentu bahkan
setiap malam dan siang mereka berkumpul dan bergaul serumah, bahkan
sepembaringan dimana saja sepanjang pergaulan itu menghendaki, membutuhkan
kasih sayang, persesuaian pendapat dan pandangan hidup yang seia sekata,
seirama, seiring dan satu tujuan.
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Dalam kehidupan sehari-hari hubungan suami isteri dalam suatu rumah

tangga haruslah berazaskan pada tiga sendi yaity kecenderungan dan perasaan

lenteramn, saling mencintai dan menyayangi. (Muhammad U

tsman Al Khassyt,
1993:103),

Apabila salah saty dari ketiga sendi tersebut run
menghindani  akibat yang tidak diinginkan,
memberikan masukan agar kedua belah pihak
tersisa, untuk menghindari runtuhnya bangunan
dipungkini dalam suaty rumah tangga Sering
keduanya dan ini bisa terjadi oleh karena m
sebapak, tidak pula berasal dari keluarga yan

suami isteri terdapat perbedaan mengenai
dan

tuh, maka untuk
Islam mengambil sikap dengan
mempertahankan dua sendi yang
rumah tangga. Memang tidak bisa
kali timbul pertengkaran di antara
tmang antara suami istri tidak seibuy
g sama. Tidaklah salah apabila antara
sifat watak, pembawaan, pendidikan
pandangan hidup. Sehingga kadang-kadang dapat menimbulkan kesenjangan
atau kerenggangan.

Dengan melihat keadaan yang demikian maka Islam sangatlah ingin unruk
mewujudkan keluarga yang harmonis, yang senantiasa rukun dan damai serta
diliputi kebahagiaan Kalaupun memang tidak bisa melestarikan kehidupan rumah
langganya maka jalan keluar untuk mengatasi konflik tersebut adalah dengan cerai
alau talak. Namun Islam tidak membuka pintu cerai, dalam memberi kebebasan

secara mutlak kepada setiap pasangan untuk melaluinya, t

etapi juga tidak menutup
rapat

-rapal sehingga tidak tergantung situasi, kondisi dan kemaslahatannya
Perceraian memang merupakan suaty hal yang sangat menakutkan bagi keutuhan

rumah tangga karena dengan adanya perceraian tersebut yang paling menderita

adalah anak-anak mereka Islam memandang bahwa perceraian merupakan
perbuatan halal tetapi sangat dibenci Tuhan, Untuk itu apabila terjadi

pertengkaran yang hebat antara Suami isteri maka persoalan tersebut hendaknya
diselesaikan dengan Jalan syiqaq.

Syiqaq yaitu (bahasa Arab berarti perselisihan, percekcokan dan
pertengkaran) perselisihan yang berkepanjangan dan meTuncing antara suami
isteri dalam rumah tangga. Mahmud Yusuf dalam b

ukunya Bab V]|, tentang
Syiqaq pasai 100 menyebutkan :
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Ayat 1 : Apabila terjadi syiqaq (pertengkaran) antara suami isteri hendaklah
yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada hakim.

Ayat2 : Hakim hendaklah mengangkat kedua orang hakam (pendamai) seorang
dari keluarga isteri dan seorang dari keluarga suami.

Ayat3 : Tugas kedua hakam tersebut ialah mendamaikan antara kedua belah
pihak.

Oleh karena itu penulis mengambil Kajian Yuridis Syiqaq Sebagai Alasan
Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai cukup
menarik sebagai skripsi dan bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat
Indonesia yang kenyataan mayoritas beragama Islam.

1.2 Rumusan Masalah
I. mengapa syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam mengajukan
perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. bagaimana proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan syiqaq sebagai
alasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. apa alasan hakim mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan
alasan syiqaq Pegawai Negeri Sipil (PNS).

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 hal, yaitu

tujuan umum dan tujuan kKhusus.

1.3.1 Tujuan Umum

I. Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis guna
mencapai gelar sarjana hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas
Jember.

2. Untuk melengkapi bahan referensi sebagai sarana informasi bagi teoritis dan
praktisi hukum.
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3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh sewaktu belajar di
bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan
tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa Syiqaq dapat dipergunakan sebagai alasan dalam
mengajukan gugatan perceraian.

2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan Syigaq
sebagai alasan.

3. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan

dan menolak guagatan perceraian dengan alasan Syiqaq.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat
umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan
dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M. 1985:23).
1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini bersifat penelitian kepustakaan, maka sumber bahan
hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder. Bahan
hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan, Peraturan-peraturan
pememtah, yurisprudensi, komplasi hukum Islam, hukum perkawainan Islam,
hukum perkawinan Indonesia dan hukum perkawinan adat. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data yang diperoleh dari hasil
membaca literatur, putusan hakim, karya ilmiah lain yang berkaitan dengan
masalah skripsi ini, putusan hakim Pengadilan Agama Negeri Jember dan artikel
lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini (Soekanto dan Sri M.. 1985:13).
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1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan
skripsi ini dan juga melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan bahan
hukum primer sebagai dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam
penulisan ini.

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan bahan hukum yang
dilakukan dengan cara mempelajari literatur, Undang-Undang dan putusan
pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang ada (Ronny Hanitijo Soemitro,
1998:27).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang
akan dibahas, maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis tersebut adalah suatu metode
untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak
didasarkan atas angka-angka statistik melainkan didasarkan atas analisis yang
diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan
masalah yang akan dibahas.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada perkara ini yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Agama Jember
secara berturut-turut yaitu Dra. Maria Indriyani binti Poemomo yang selanjutnya
disebut sebagai Penggugat dan Drs. Agoes Slameto bin Suto Wiyono dalam hal
ini diwakili oleh Sugiyono, S$.H., dan Murdiyanto, S.H., yang selanjutnya disebut
sebagai Tergugat.

Penggugat berdasarkan gugatan yang tertanggal 15 September 2001 yang
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor
2127/Pdt.G/2001/PA.Jr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Semula antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982.

2. Bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan
tidak kekal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 21 Juni
1999 Nomor 2355/Pdt.G/1998/PA Ir.

3. Kedua belah pihak dikarunia 3 orang anak.

4. Sejak diajukan cerai gugat oleh penggugat tanggal 8 September 1998 sampai
putusan tergugat tidak permah memenuhi kewajibannya selaku suami.

5. Bahwa untuk hal tersebut pada point empat penggugat menuntut nafkah wajib
sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai putusan berkekuatan
hukum tetap.

6. Penggugat juga menuntut agat tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp.
2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.

7. Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Agama Jember meletakkan sita
Jaminan terhadap seluruh harta benda milik tergugat.
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Bahwa atas dasar dan alasan tersebut, penggugat mohon kepada
Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini dan memutuskan gugatannya
sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menetapkan ketiga anaknya tetap berada dalam asuhan dan perwalian
penggugat;

3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah wajib:

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta
pendidikan terhadap ketiga anaknya;

5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan, pemeliharaan serta
pendidikan anak setelah perkara ini diputus;

6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah:

7. Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan Pengadilan Agama
Jember.

Berdasarkan isi surat gugatan dari penggugat, maka diperoleh fakta bahwa
penggugat ingin tergugat memenuhi seluruh tuntutan. Dalam pasal 149 huruf (b)
kompilasi hukum Islam, bahwa “bahwa bilamana perkawinan putus karena talak,
maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri
selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talah bain atau nuzuz dan
dalam keadaaan hamil.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan
Agama Jembr melalui Putusan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA Jr yang isinya sebagai
berikut :

I. menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian:

2. menetapkan sebagia hukum, bahwa penggugat sebagai pemegang hak
hadionah/pengasuh ketiga anak penggugat dan tergugat;

3. menghukum tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada penggugat
sebesar Rp. 2.745.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

4. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat nafkah madliyah
ketiga anak yang berada dalam asuhan penggugat sebesar Rp. 14.680.000
(empat belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
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5. menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat biaya hadlonah dan

pendidikan ketiga anak sampai dewasa.

6. menyatakan sebagai hukum, bahwa gugatan penggugat tentang nafkah iddah
ditolak;
7. menyatakan sebagai hukum, bahwa permohonan penggugat untuk meletakkan

sita jaminan terhadap harta benda tergugat, baik benda tetap maupun bergerak
tidak dapat diterima;

8. membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung
sebesar Rp. 178.000 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
Dengan terbitnya putusan tersebut maka pihak penggugat memenangkan

perkara ini dan mewajibkan pihak tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan
putusan tersebut.

2.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

a. Menurut pasal 38 perkawinan dapat putus karena :

$

Kematian

Putusnya hubungan perkawinan yang disebabkan karena kematian
salah satu pihak, diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo PP
No.9 Tahun 1975 tetapi akibat dari adanya sebab kematian itu tidak
diatur. Putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak
tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya hubungan
perkawinan ini bukan atas keputusan bersama atau bukan atas
kehendak kedua belah pihak tetapi atas kehendak dan kemauan Tuhan
sehingga tidak banyak menimbulkan masalah.

Perceraian

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tujuan perkawinan adalah
membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu pemerintah mengeluarkan suatu
peraturan dalam bentuk Undang-Undang No.l Tahun 1974 yang
diberlakukan bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia tanpa
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terkecuali dan sebagai pelaksananya telah dikeluarkan Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975.

3. Atas keputusan pengadilan
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat diputus
pengadilan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan
perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
b. Meunurut pasal 39

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami istri,

Ayat3 : Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam
peraturan perundang-undangan tersendiri,

¢. Menurut pasal 40

Ayat | : Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

Ayat2 : Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini
diatur dalam peraturan perundan g-undangan tersendiri.\

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
a. Pasal 19 huruf F
Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Kompilasi Hukum Islam
a. Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkanm karena perceraian dapat terjadi

karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.
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b. Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan
dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
a. Pasal 3 ayat |
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian  wajib
memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Menurut Hukum Islam

Cara memutuskan perkawinan menurut Hukum Islam vaituy :

a. Ta’lik Talak
Ta’lik talak artinva talak vang digantungkan terjadinya terhadap suatu
peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Di Indonesia t2’lik talak vang
berlaku sebagai talak vang digantungkan adalah vang diucapkan suami
setelah akad nikah sebagai perjanjian perkawinan yang mengikat suami.

b. Nusyuz
Di Indonesia. kata-kata nusyuz selalu menimbulkan asumsi ketidakbaikan
yang timbul dari pihak si isteri saja. Sedangkan nyatanya dalam Al-Qur’an
kata-kata nusyuz it Juga dipergunakan untuk ditujukan kepada kaum laki-
laki atau pihak suami Dalam surah An Nisa ayat 128, hal ity tegas
disebutkan nusvuz suami, maka sebaiknyalah mereka ity suami isteri ity
mengadakan shul-hu atay perjanjian perdamaian.

¢. Syiaaq
Syigaq berarti perselisihan atau menurut figih berarti perselisihan suami
isteri diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari
prhak isteri. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika orang hakam itu bermaksud

mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri

1tu.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perkawinan dan Perceraian
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan
Perkawinan dalam bahasa Arab artinya nikah. Nikah (kawin) menurut arti
asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti
hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai
suami isteri antara pria dengan wanita (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8),
Perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) segi yaitu
a. Dari segi hukum
Menurut Perkawinan (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8) merupakan
suatu perjanjian. (Prodjodikoro R. Wirjono, 1974 : 8),

3

" ... perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat”. Sehingga seorang
perempuan  dan seorang laki-laki berkata sepakat  untuk melakukan
perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat kepada
peraturan-peraturan  hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak
masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan
mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.
Dalam menghentikan perkawinan suami istri tidak leluasa penuh untuk
menentukan sendiri Syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat Juga
pada peraturan hukum perihal ita.
b.  Dari segi sosial
Segi sosial dari suatu perkawinan. Dulu sebelum adanya peraturan tentang
perkawinan wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa.
Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa
orang yang berk'eluarga atau pernah berkeiuarga mempunyai kedudukan yang
telah dihargai dari mereka yang tidak kawin (Sayuti Thalib, 1986 : 48).
€. Dari segi agama
Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu segi yang sangat
penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci.
Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan

menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.
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Pengertian perkawinan menurut :
Sajuti Thalib Perkawinan ialah suatu pegjanjian yang suci, kuat dan kokoh
untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan membentuk keliarga yang kekal, santun menyantuni, kasih

mengasihi, tentram dan hahagia. (Sajuti Thalib dalam hukum kekeluargaan

Indonesia).

Sedangkan menurut Tmam Syafi’i, pengertian nikah ialah snatu akad vang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.
Sedangkan menurut Majazi (Mathaporic) nikah itu artinva hubungan seksual.
(Imam Syvafi’i pernikahan dalam Islam).

Mahmud Yunus, nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau
mendasarkan pendapatnya itu kepada Hadits Rasul vang berbunyi : Dikutuk
Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). Rawahul Abu
Daud. (Mahmud Yunus, hukum perkawinan Islam).

Hazairin, menyvatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual.
Perkawinan adalah agad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat
Jenisnya menurut yang diatur oleh syari’at. enurut beliau itu tidak nikah
(perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil
bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada
tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan
laki-laki lain (Hazairin perkawinan menurut Syari’at Tslam)

Menurut 11 No.1 Tahun 1974 pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Fsa.! Maka perkawinan mempunyai hubungan bukan
saja mempunyai unsur lahir atau Jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga
mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat
hubungannya dengan keturunan, yang merupakan pula tujuan perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewaiiban orang tua
(penjelasan UU No.1 Tahun 1974 pasal 1).
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Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah
syah. apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanva dan
kepercayaan itu, dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hosen Thrahim, nikah menurit arti ashi dapat juga beraiti akad, dengannva
menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita Sedangkan menurut
arti lain ialah bersetubuh. (Tmam Syafi’i). Perkawinan menurit hukim Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholidhan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal
2). Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
vang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3). (Hosen Ibrahim, Perkawinan

Menurut Hukum Islam).

Dalam Kompilasi Hukum Islam istilah-istilah perkawinan, yang dimaksud

dengan :

a.

Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah tegadinya hubungan perjodohan
antara seorang pria dengan seorang wanita.

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat
yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak
sebagai wali nikah.

Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang
diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi
Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai
wanita, baik berhentuk barang, uang atau Jasa yang tidak bertentangan dengan
hukum Islam

Taklik-talak ialah perjanjian vang diucapkan calon mempelai pria setelah
akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa
vang akan datang.

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta vang diperoleh

baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan
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perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara
dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk
melakukan sesuatu perbuatan hukum sehagai wakil untuk kepentingan dan
atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua vang
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatannya.

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan
memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak
berupa benda atau uang dan lainnya.

Syarat-syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Calon suami

Calon isteri

Wali nikah
Dua orang saksi

ljab dan kabul

Tujuan Melakukan Perkawinan :

Menurut Mahmud Junus, Hukum Perkawinan Tslam fujuan perkawinan

ialah perintah Allah untuk memperoleh keturunan vang sah dalam masvarakat,

dengan mendirikan rumah tangga vang damai dan teratur.

Selain itu menurut pendapat Masdar Helmy, tujuan perkawinan dalam

Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan robani manusia.

sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan

dan menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegab perzinaan agar

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi vang bersangkutan juga
ketentraman keluarga dan masyarakat.
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2.3.1.2 Pengertian Perceraian

Perceraian berarti putusnya suatu perkawinan atau terpisahnya hidup
bersama dalam suatu rumah tangga antara suami dengan isteri, akibat dari
ketidakcocokan di  dalam memelihara suatu perkawinan TDengan adanya
perceraian itu, perkawinan mereka terputus dan di antara mereka tidak ada lagi
hubungan suami isteri secara hukum.

Happy Marpaung, mengatakan “Perceraian adalah pembubaran suatu
perkawinan ketika pihak-pihak hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang
dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim”.

Macam-macam perceraian vaitu :
1. Cerai Talak

Kata talak berarti melepaskan. Arti dari melepaskan dapat diumpamakan
sepertt melepaskan burung dalam sangkamya, jadi mentalak isteri yaitu
melepaskan isteri dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Islam menjadikan
talak sebagai hak laki-laki karena suami vang dibebani mencari nafkah dan lain-
lain. Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Tslam (pasal 117 ) ialah ikrar
suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab
putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129 130,
131 Sedangkan pengertian cerai talak menurut UU No 7 Tahun 1989 (pasal 66
avat 1) adalah seorang vang beragama Islam vang akan menceraikan istrinya
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna
penyaksian ikrar talak.

Adapun rukun dari pada ikrar talak menurut ahli hukum Islam adalah
sebagai berikut

1. Suami. Jadi tidak syah talak orang vang bukan suami karena tidak ada ikatan
perkawinan.

2

Isteri. Talak tidak syah kepada perempuan yang tidak berstatus sebagai isteri.

%]

Syighat (ucapan talak) yaitu ucapan yng menunjukkan pelepasan aqad (ikatan

nikah), baik secara sindiran (kinayah) ataupun dengan terang-terangan
(syarth).
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4. Niat (sengaja) atau motivasi yaitu mengucapkan kata-kata talak dan
sebagainya, bukan terpaksa atau kekeliruan.

Syarat-syarat dari suami untuk dapat melakukan talak vaitu :
a. Sehat akal (*aqil).

b Dewasa (Raligh).

¢ Dengan kehendaknya sendiri ( Mukhtar)

2. Cerai Gugat

Cerai gugat mempunvai arti perceraian yang dilakukan oleh adanya salah
satu pihak isteri atau suami vang lebih dahulu mengajukan gugatan kepada
pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.

Pengertian cerai gugat diatur dalam UU No 7 Tahun 1989 pasal 73 avat (1)
vallu gugatan perceraian vang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
penggugat, Kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat
kediaman bersama tanpa izin iergugat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1) vaitu gugatan
perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan
tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

Syarat untuk melakukan gugatan perceraian tersebut adalah suami isteri ity
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi dalam rumah tangga
3. Sebab-sebab Perceraian

Menurut Kitah Undang-lIndang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 199

perkawinan bubar karena -

- Kernatian

- Keadaan tidak hadir suami / isteri sepuluh tahun diikuti perkawinan vang
baru suami / isteri.

- Karena keputusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan meja.

4. Menurut Hukum Adat Hilman Hadikusuma (Hukum Perkawinan Adat)
- lIsteri berzina

- Kemandulan suami



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

5. Menarut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan
- Salah satu pihak berbuat zina menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan pihak yang lain.
Yalah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak
Capat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Suami melanggar taklik-talak.
Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan
dalam rumah tangga.
2.3.2 Tata Cara Pelaksanaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1. Cara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengajukan Perceraian
Untuk melakukan perceraian dan perkawinan PNS harus memperoleh izin
terlebih dahulu dari pejabat yeng bersangkutan. Ketentuannya berupa keharusan
mempercieh izin terlebih dahulu dari pejabat, bagi yang melakukan perkawinan
dan perceraian PNS tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku
bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin
terlebih cahulu karena mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat PNS sebagai aparatur negara,
abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan.
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Prosedur pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :

PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau

surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian berkedudukan

sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat.

PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan

berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya

gugatan dari suami atau isterinya melalui saluran hierarki kepada pejabat
untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam
hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat.

Suami isteri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan

sebagai PNS baik dalam satu lingkungan departemen / instansi maupun pada

departemen/instansi berbeda, masing-masing PNS tersebut wajib memperoleh
izin [ertillisf surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.

PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, vaitu

salah satu alasan / lebih alasan sebagai berikut :

1) Salah satu pihak berbuat zina.

2) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar
disembuhkan.

3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa
memberikan nafkah lahir batin / karena hal lain di luar kemampuannya.

4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman
yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung.

5) Salah satu pthak melakukan kekejaman / penganiayaan berat baik lahir
maupun batin yang membahayakan pihak lain.

6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah

tangga.
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Alasan perccraian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas, harus
dikuatkan dengan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam angka 111 angka
2 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
08/SE/1983 tangga' 26 April 1983.

Tata cara penyampaian surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian dari
suand / isteri tersebut dilaksanakan sebagaimana halnya penyampaian surat
peruyataan 1zin perceraian.

Setiap atasan dan pejabat yang menerima surat pemberitahuan adanya
gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti
dalam hal meneriina permintaan izin perceraian, yaitu wajib merukunkan
kembali kedua belah pihak dan apabila periu dapat memanggil / meminta
keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Unt ik membantu pejabai dalam melaksanakan kewajibannya agar dibentuk
Tum Pelaksana PP No.10 Tahun 1983 dan PP No.45 Tahun 1990 di
lingkungan masing-masing.

Pejabat harus memberi surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada
setiap PNS yang menyampaikan surat pemberitahuan adanya gugatan.
Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pejabat tidak juga menetapkan
kepuiusan yang sifatnya mengabulkan / tidak menolak permintaan izin untuk
melakukan perceraian / tidak memberikan surat keputusan kepada PNS yang
bersangkutan, inaka dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah
menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS
baw:hannya.

Apabila hal tersebut dalam huruf k di atas ternyata semata-mata merupakan
kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman
disiplin.

Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil dan perceraian itu
terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan bagian gajinya
untuk kehidupan bekas istert dan anak-anaknya.

PNS yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas
isteri dan anak-anaknya, wajib membuat pernyataan tertulis.
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Taia Cara Pemeriksaan Perceraian

i

Scorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan

permohcnan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang

mewilayzhi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar

diadakan sidang untuk keperiuan itu. Kemudian -

a.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud
pasai 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil
pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang
berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

Seteiah Pengadilan Agama berhasil menasehati kedua belah pihak dan
ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan taiak serta yang bersangkutan tidak
dapa' hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan
keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan
taluknya di depan sidang Pengadilan A gama, dihadiri isteri / kuasanya.

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan
terhitung sejak putusan Pengadidan Agama tentang izin ikrar talak baginya
mempunyail kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan
talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh,

Seteiah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan

tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi

" bekas suami dan isteri. Helai pertama surat ikrar talak dikirnmkan kepada

pegawal pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk
diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada

suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
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3.1 Syigaq Dapat Dipergunakan Sebagai Alasan Dalam Mengajukan
Gugatan Perceraian

Sebelum kita membahas alasan Syiqaq dipergunakan sebagai alasan dalam
mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu kita membahas tentang Syiqaq. Syiqaq
berarti  perselisihan  atau  menurut figih berarti persclisihan suami isteri
diselesaikan dua orang hakim, satu dari pihak suami dan satu dari pihak isteri,
Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah
scorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari

keluarga perempuan.

Sebeium prosedur syiqaq dimulai teriebih dahulu si suami hendaknya :
a. Menasehati sang isteri
b. Bila sang isteri tidak memperhatikan, dapat suami memisahkan tempat tidur
dan meja makan, tetapi tetap dalam satu rumah suami isteri ity tinggal.
c. Bila jalan kedua tidak mempan suami dapat memukul isteri tetapi tidak boleh
melampaui batas.

Apabila ketiga cara tersebut masih tidak diindahkan si isteri, barulah
dilaksanakan prosedur syiqaq tersebut yakni menunjuk dua orang hakam. Kalay
kedua hakam yang ditunjuk untuk persoalan syiqaq ini menghendaki hubungan
suami isteri itu terus, maka kedua suami isteri yang berselisih atau bertengkar tadi
tetap harus melanjutkan hubungan suami isteri mereka. Begitupun kalau salah
scorang dari antara dua hakam tetap - berpendapat tidak dapat menceraikan
keduanya, maka keduanya tidak dapat diceraikan walaupun hakam yang seorang
lagi bersedia menceraikan, Barulah dapat diceraikan kalau kedua hakam sepakat
untuk menceraikan mereka.

Adapun mengenai pengangkatan hakam dalam fungsinya sebagai wakil
dari masing-masing pihak yaitu pihak suami dan isteri, oleh karena itu hakam dari

pihak suami tidak boleh menjatuhkan talak melainkan dengan ijin suami dan
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hakam dari pihak isteri ticak boleh menjatuhkan khuluk melainkan harus dengan

ijin isteri.

Berdasarkan atas nertimbangan bahwa antara kedua belah pihak suami
isteri sering terjadi perselisihan dan setelah mendengar keterangan saksi baik dari
pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri maka berdasarkan pada pasal
76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi :

Ayat 1 : Apabila gugatan pzreeraian berdasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi
yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.

Ayat 2 : Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi persengketaan antara
suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-

masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakim.

Sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih
diangkatlah hakam. Hakam menurut penjelasan pasal 76 Undang-Undang No.7
tanun 1989 adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak suami dan pihak
isteri aten pibak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap
syiqaq. Dalam hal pengangkatan hakam itu berdasarkan kesepakatan ini diatur
cara penyelesaian kalau terdapat kekhawatiran terjadi syiqaq antara suami isteri
vaitu dengan jalan masing-masing pihak mengajukan seorang hakam, yang berarti
seorang hakam dari pihak isteri dan seorang hakam dari pihak suami. Kedua
hakam ini disebut hakamain. Hakam dari masing-masing pihak berusaha mencari
ishlah atau perbaikan dergan memperhatikan kepentingan pihak yang
menunjuknya, kemudian mencari kesepakatan pendapat antara keduanya. Jadi
dengan demikian kedua hakam itu dapat kita perbandingkan sebagai pengantara
dalam moencari perbaikan. Kedua hakam itulah yang berhubungan menanyzi dan
mendapatkan keterangan dari kedua suami isteri yang dalam syiqaq itu. Putusan
dua hakam tersebut di atas dapat berupa mengusahakan perbaikan dan utuhnya
kembali perkawinan suami isteri itu dan dapat pula kedua hakam itu menyatakan
sepakat :nereka untuk putusnya ikatan perkawinan yang diurusnya itu serta
menetapkan kesimpulan bahwa dalam hal ini, jatuhnya talak dari suami kepada
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isteri dap diikrarkan talak itu (diucapkan) oleh hakam suami kepada hakam isteri
dan ditevima oleh hakam isier, maka jatuhlah talak satu. Dan pelaksanaan
kesepakatan kedua hakam untuk memutuskan perkawinan keduva suami isteri itu
telah disvahkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Sctelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk
menghindan terjadinya perceraian tidak berhasil karena jalan damai sulit
ditempul: oleh karena memang para pihak tidak bisa dipertemukan. Oleh karena
keduanya sama-sama memegang prinsip mereka masing-masing sehingga
kalaupun perkawinan itu telap dilanjutkan maka justru akan membahayakan
perkawinan itu sendiri, maka jalan keluar untuk menghindari itu Pengadilan
Agama miemberikan keputusan untuk menceraikan sesuai dengan pasal 70 ayat (1)
Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang berbunyi : “Pengadilan setelah
berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah
cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan
tersebut dikabulkan™.

Pengadilan Agama telah berusaha menghindari perceraian, akan tetapi
berdasarkan pertimbangan lebih jauk Pengadilan Agama mengambil sikap yang
memang dipandang untuk membahagiakan kedua belah pihak.

Dalam dua hakam sebagai juru damai maka fungsi hakim di sini hanyalah
sebatas inendamaikan para pihak; jadi hanya sebagai saksi untuk memberikan
keterangan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama dalam
memutus suatu perkara. Pengangkatan hakam adalah wajib karena sebagai upaya
penyelesaian syiqaq yang mana harus ada keterlibatan dari pihak-pihak yang
berperkara. Akan tetapi perlu dijelaskan bahwa fungsi hakam di sini hanya
sebagai wakil dari masing-masing yang berperkara. Oleh karena itu hakam hanya
sebatas pada upaya mendamaikan.

Syigaq dalam hukam islam berarti perselisihan antara suami dan istri
secara terus menerus dan pengertian tersebut juga diatur dalam pasal 39 ayat 2
huruf Undang-Undang Nomor | tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan
bahwa “antara suami istri ierus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan adanya
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perselisihan tersebut baik suami maupun istri berhak mengajukan gugat cerai
dengan alasan syiqaq. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang syigaq
dijelaskan pada pasal 19 huruf f yang berisi “antara suami istri terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menguraikan bahwa syiqag
dapat digunakan dalam mengajukan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNE) karena syiqaq adalah jalan sebaik-baiknya bagi kaum muslim yang
mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syiqaq diambil
sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir dan
memperumbangkan bisa lebih maﬁmg dan mendalam. Syiqaq dapat dijadikan
alasan perceraian, sebab hakim dalam memutus perkara sylqaq harus dengan
mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan saksi atau hakam (pendamai)

yang diangkatnya.

3.2 Proses Pemeriksaan Gugatan Perceraian Dengan Syiqaq Sebagai Alasan
Froses perceraian dalam kedudukan pemohon sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang disebabkan oleh masalah syiqaq yaitu wajib melapor pada

atasannya. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 jo

Peraturar Pemerintah No.45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berbunyi :

Ayat 1 : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian  wajib
memperoleh izin atan surat Keterangan lebih dahulu dari pejabat.

Ayat2 . Bagi Pegawai Neg=ri Sipil yang berkedudukan sebagat penggugat atau
bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk
memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

Ayat3 : Dalam sural permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan

alasan yang lengkap yang mendasarinya.
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Mengenai gugatan perceraian yang diajukan penggugat, maka Pengadilan
Agama sztelah memeriksa isi gugatan dan setelah memenuhi alasan perceraian
yang didasarkan pada syiqaq, Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan
penggugut dan tergugat untuk datang dan menghadap dimuka sidang.
Pemanggilan dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang dan dilakukan
oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadiian Agama. Panggilan disampaikan
kepada pribadi yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengarn itu
diserai dengan dilampiri salinan surat gugatan.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-
lambatuya 30 hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian
perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dar diterimanya panggilan
tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Pada sidang
pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan istri datang sendiri atav mewakilkan
kepada kunasanya.

Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua
belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan sesuai dengan pasal 31 Peraturan
Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun
1974 yang berbunyi : .

Ayat 1 : Hakim. yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan
kedua pihak. :

Ayat2 : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Upaya mendamaikan ini penting supaya perceraian dapat dihindari.
Aplabila diketahui dalam suatu perkara syiqaq di antara suami isteri tidak dapat
didamaikan meskipun suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan
masih mencintai, serta sangat mengharapkan kerukunan kembali dalam rumah
tangganya. Sementara isteri menyatakan perkawinannya itu sudah tidak bisa

dilanjutkan lagi oleh karena alasan suami sering melakukan kekejaman terhadap
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isteri yang akhirnya suami (tergugat) bersedia bercerai asal isteri (penggugat)
sangegup memberikan ganti rugl. Jelaslah antara suami isteri tidak bisa
dipertemukan lagi.

Didasarkan atas fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi
perselisihan dan dengan adanya bukti yang ada, serta keterangar saksi yang terdiri
dari saksi tetangga serta keluarga dekat bahwa antara penggugat dengan tergugat
sering terjadi perselisiban, maka gugatan itu termasuk perkara syigaq. Dilihat dari
kenyataan suami masii ingin untuk hidup rukun kembali, tetapi isteri menolak
maka perkara tersebut masuk dalam perakara syigaq.

Berkaitan dengan perkara syiqaq ini, mengenai kedudukan keluarga atau
orang-oreng dekat dalam perkara syiqaq adalah sebagai saksi bukan sebagai orang
yang hanya sekedar memoerikan keterangan saja atau orang yang diminta oleh
hakim dalam rangka perdamaian para pihak yang berperkara dalam perkara gugat
cerai birsa. Penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara
perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
terus menerus dan ada unsur syiqaq Atas pandangan bahwa keluarga adalah
sebapal saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan
Yarena keluarga dan crang-orang dekat yang dapat masuk mencampuri urusan
suami ister’ yang mengaiukan cerai. Oleh karena itu merekalah yang dapat
diharapkan oleh hekim unt:k memberikan kejelasan segala hal dan peristiwa yang
terjadi da!lam perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang mengajukan cerai.

Pengadilan Agama mempertimbangkan lebih lanjut bahwa memang di
antara kedua belah pihall sudah tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah
diupayakan perdamaiaa dan adanya pengangkatan hakim dan setelah adanya
upaya kesaksian dari keluarga, maka Pengadilan Agama setelah meneliti dengan
seksama dan adil menimbang bahwa pengakuan isteri (penggugat) dan tidak
mempermainkan suami maka suami dapat dinasehatkan Pengadilan untuk
memberikan talak kepada isterinya. Ini dapat dilaksanakan atas pertimbangan

pada pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :
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Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak
dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang
bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah langga,
Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talak.

Pertimbangan pada pasal ini maka PengOdilian Agama dapat menceraikan
kedua belah pihak karena dikhawatirkan kedua belah pihak tidak bisa
mewujudkan tujuan perkawinan yang sebenarnya untuk menciptakan kehidupan
rumah tangga yang abadi dan kekal penui cinta dan kasih sayang.

Putusan mengenai gugatan pcrceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
Suatu peiceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak
saat pendaftarannya pada dafiar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai
Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya
putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Penitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban
mengiriman satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap atau yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai
Pencatat di tempat perceraian ity térjadi, dan pegawai pencatat mendaflarkan
putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu. Panitera
Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 hari setelah perceraian diputuskan
menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu
kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan Pengukuhan dimaksud
membubuhkan kata-kata “dikukuhkan” dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan
Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut. Penitera Pengadilan Negeri
selambat-lambatnya 7 hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama
menyampaikan kembali putusan itu. kepada Pengadilan Agama.
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3.3 Alasan Pertimbaingan Hukum Hakim Dalam Mengahulkan dan Menolak
Gugatan Perceraian Deng‘a;l Alasan Syigaq

3.3.1 Alasan dan Pertimbungan Hukum Hakim Dalam Mengabulkan

Gugatan Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Bagi Pegawai Negeri Sipil
Syiqaq dapat dijadikan alasan perceraian karena dalam hukum Islam

pertengkaran yang berlarut-larut atau terus menerus dan tidak ada harapan untuk

laé,i hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga alasan hakim dalam mengabulkan

gugatan tersebut dibuktikan dalam gugatan yang diajukan penggugat dalam surat

gugatannya tertanggal 15 Agustus 2001 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Jember dengan Nomor 2127/Pdt.G/2001/PA.Jr yang berisi :

1. bahwa temyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan
tidak kekal ;

2. bahwa tergugat tidak pernah memenuhi kewajiban selaku suami yaitu
memberikan nafkah waiid kepada penggugat.

3. bahwa penggugat juga menuntut agat tergugat memberikan nafkah iddah.

Alasan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan
syiqeq selain melihai pada surat gugatan, hakim juga mendasarkan pada pasal 38
Undang-Undang Nomcr 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi :
Perkawinan dapat putus karena
a. kematian,

b. perceraian; dan
¢. atas keputusan pengadilan

Alasan lain hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian Juga melihat
pada pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
berisi “ar.tara suami dan istri terus menerus terjadi persclisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga™.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian
dengan alasan syigaq yaitu :

i. adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat yang dibuktikan
dengen akta nikah nomor 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982;
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2. antara kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi (persetujuan hakam),

3. adanya ijin atasan langsung untuk melakukan gugatan cerai.

3.3.2 Alasan dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Gugatan
Perceraian Dengan Alasan Syigaq Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Aiasan hakim dalam menolak gugatan perceraian tersebut melihat pada

gugatan yang diajukan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus

2001 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor

2127/Pd«.G/2001/PA.Jr yang berisi:

1. bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak bahagia dan

tidak kekal;

bahwa tergugat udak pemmah memenuhi kewajiban selaku suami yaitu

2

memberikan nafkah wajib kepada penggugat;

3. bahv a penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan nafkah iddah.

Sviqaq dapat diyjadikan alasan dalam memutuskan perceraian akan tetapi
tidak secara mutlak dapat digenakan oleh hakim dalam memutuskan perceraian,
sebab hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya menggunakah satu
dasar huxum saja tetapi hakim juga akan menggunakan atau membuktikan dengan
dlat bukti tax lengkap.

Pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perceraian dengan
alasan syiqaq bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:
1. antara kedua belabh pihak masih dapat dipersatukan lagi melalui hakam atau

Jjuru damat;
2. tidak adanya ijin atau tidak memperoleh ijin dari atasan:
3. alat buktinya kurang lengkap;
4. karena keyakinan hakim atau majelis hakim.

Dengan melihat dari alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim dalam
mengabulkan ataupun dalam ineuolak gugatan perceraian dengan alasan syiqag
bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka penulis dapat mengkaji bahwa alasan hakim
dalam mengabulkan atau menolak gugatan tersebut menggunakan beberapa
Undang-Undang yang berlaku sebagai dasar hukumnya dan juga berbagai macam

pertimbangan yang berkaitan dengan gugatan tersebut, sehingga keputusan yang
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diambil oleh hakim dalam mengabulkan ataupun menolak gugatan perceraian
dengan alasan syiqaq bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu keputusan yang
bijaksana dengan berpedoman pada Undang-Undang sebagai dasar hukumnya dan
hal-hal fain sebagai bahan pertimbangennya.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa hal vang dapat

disimpulkan

i

Syiqaq erupakan upaya penyelesaian dengan ialan damai vang disehabkan
adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terus menerus vang
mana akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga vang penuh dengan
ketidakharmonisan. Syigag adalah jalan sebaik-baiknva bagi kaum muslim
yang mengalami keretakan dalam perkawinan. Dengan kata lain bahwa syigag
diambil sebagai jalan yang pertama dan utama agar kesempatan untuk berfikir
dan mempertimbangkan bisa lebih matang dan mendalam. Syigaq dapat
dijadikan alasan perceraian. Hakim dalam memutus perkara syiqaq harus
dengan mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan saksi atau orang
hakam (pencamai) yang diangkatnva.

Proses pemeriksaan gugatan perceraian dengan alasan svigaq sebagai alasan
yaitu yang bersangkuian wajib melaporkan pada atasannya serta dengan
melihat pada pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 dan pasal 20 sampai 36 UU No. 1
tahun 1974,

Alasan lakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian dengan
alasan  syiqaq  berdasarkan  pada  gugatan  penggugat  Nomor
2127/Pdt G/2001/PA_Jr aan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan
serta menolak vaitu

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu

a) acdanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat vang dibuktikan
dengan akta nikah nomor 169/019/X/1982, tertanggal 8 Oktober 1982: b) antara
kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lag (persetujuan hakam); c) adanya

1jin atasan langsung untuk melakukan gugatan cerai.:

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara perceraian yaitu

a) antara kedua belah pihak masih dapat dipersatukan lagi melalui hakam atau

(9%}
(8]
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juru damai; b) tidak adanya ijin atau tidak memperoleh ijin dari atasan; c) alat
buktinya kurang tidak lengkap; d) karena keyakinan hakim atau majelis hakim.

3.2 Saran
Sefeiah melihat dan memahami dari penyusunan skripsi vang telah dikaji
lebih lanjut, maka saran dari penyvsun adalah :

‘1. Dalam memutuskan percer:ﬁaﬂ'sccara svigaq tidak dapat berlaku secara glohal
karena masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman dan hukum yang
mengatur tentang syiqaq sendiri belum jelas.

2. Peraturan vang mengaiur tentang proses pemeriksaan gugatan perceraian
dengan Syiqaq sebagai alasan belum jelas dan perlu adanya revisi terhadap
Undang-Undang tersebut serta adanya prosedur yang berbelit-belit yang

menyulitkan masyarakat.

(VS

Hakim dalam mengabulkan dan menolak gugatan perceraian serta dalam
memberikan alasan sebaiknya tidak terlalu berpedoman pada satu dasar
hukum saja.
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. Nomor: 2127/Pdt.G/2001/PA.J3r
BISMILLAHIR RAHMAMIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Fenoadilan Agama di Jember yang mengadili DeErtar

perkara operdata dalam tingkat pertama. dalam
telah menjatutbikan pUTUsan sebagai berikut
PErkaranva -

+ Sqama Islam, pekerjaan PINS, toemcat

tinagal terakhir 4 GRS i3
Jember:
Selanjutnva disebut PENGGUGAT
'-I-lee-:a:-'.-.

ST +%
tahun, agama Islam, pekeriaan 'F't-‘E. teEmns s
tingagal terakhir di Desa L
tan o rtie Tyt kabupaten Jember. Dalanm hal
ini

mengQuasakan kepada R
EREONIECRAEY Ferigacara Praktel .

~engadilan Agama terssbut:
Telah membaca surat-curat

Telah mendengar keterangan pihak ya'nq berperkara g

memperhatikarr bukti dipersidangan H

TENTANG DUDLIK PERKFARANVA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan

tertanagal 15-08-200f yang terdaftar di

Fengadilan Agama "Jember dengan Nomor. : "2127/Fdt.G/2001.
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1.

mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Bahwa semula antara penggugat dan

.

isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah

tergugat adalah
suami

Nomor: 1&£9/019/X/71982, tertanggal 8 Oktober 1982,

pernikahan mana telah dilangsungkan/dicatat dihadascan

KUA Kecamatan Puqer-—'Jember;

Bahwa ternyata rumah tangga penggugat dengan
tidak

terquaoat

bahagia dan tidak kekal, sehingga berdasarkan

putusan Pengadilan Agama Jember tanbggal 21 Juni 199%
Nomor: 23I55/Pdt.G/1998/FA.Jr. Jo. putusan Pengadilan
Tingai Agama Jawa Timur tanggal 13 September 1999

Nomor: 197/Pdt.G/1999/PTA.Sby. antara penggugat dengan

tergugat sudah resmi bercerais

Bahwa antara perggugat dengan tergugat telah dikarun-

iai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

2. UEECOUNSEREENTNEEES. (17 tahun) ;
b. GRS, (15 tahun)
c. m (7 tabun);

Rahwa ketig$ anak tersebut berzdzs dihawah 25uhan
penggugat dan melalui gugatan ini pula, penggugat

mohon a&agar penggugat ditetapkan untuk tetap menjadi
wali dari ketiga anak tersebut;

Bahwa benar, sejak diajukanny=

gugatan cerzi oleh

penggugat tanggal 8 September 1998 sampai putusan
berkekuatan hukum tetap (tanggal 13 September 1997),

tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya selaku

suami, yaitu memberikan nafkah wajib kepada penggugst,

begitu juga tergugat tidak juga memberikan biaya peme-

liharaan dan pendidikhn anak sampai saat diajukannya

gugatan ini. Padahal

kenyataannya, selaku pegawai

negeri,

tergugat telah memasukkan penggugat dan anak

o ———————
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Atas gggar dan_;lasan_ﬁersebut,

Pen

hasil perkawinannya antara Penggugat dengan tergugat

untuk
yang berlaku;

EBahwa untuk hal tersebut dalam point 4, pPeEnggugat
menuntut natkah wajib (terhutang) seheesr

25.000,00 (dua puluh lima riby rupiah) per hari terhi-

tung sejak tanggal 8 September 1993 sampail tanggal 13

September 1999 dan biaya Perawatan, pemeliharaan certa
Pendidikan 3 (tiga) orang anak masing—masing sebesar
Rp. 25.000

hari-
&i putu=-

tetap, kemudian setelah

adanya putusan bPerkekuatan hukum tetap, tergugat

barkewajiban memberikan biaya Perawatan,

pemeliharaan

dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan hubkum yang

berlaku sampai  anak menjadi dewassx dan

pengahasilan tetap;

mempuny &i

Bahwa Penggugat juga menuntut agar tergugat memberikan

nafkah iddah sebesar Rp. 25.000,00 (dus puluh lima

ribu rupiah) setiap harinya, sehingga juﬁlahnya adalah
25.000,00 x 100 hari = Rp. 2.500.000,00 (dua Juta lima
ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin kelalaian

tergugat memenuhi
putusan ini,

ﬁéﬁggugat mohon agar Péﬁbédilan Agama

Jember meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harts

benda milik tergugat, baik Yang bergerak atazu yang
tidak bergerak,

sampai jumlahnya cukup memenuhi tuntu-

tan Penggugat;

..Penggugat mohon dapatnya

gadilan Agama Jember memeriksa perkara ini dan memutus

Yang amarnya sebagai berikut:

mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan hukum’

- —— e
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Dan atau,

Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk

szlurubnyaj

Menetapkan: SEIESCEISEOSSENEG (17 tahun): S
CRENPREIERIR (1S tahun); dan

- (7 téhun) tetap berada

NN SR R T S R

dalam asuhan dan perwa-

lian penggugat:

Merghukum tergugat untuk membayar nafkah wajib {ternu-
tang) kepada penggugat sebesar Rp.  25.000,90. (dua
pulubh  lima ritu

rupiah) per hari terhitung sejak

tanggal 8 Septemober 1998 sampai tanggal 13 September

1999

Nenghukuﬁ tergugat untuk membayar biaya perawatan.

pemeliharaan serta pendidikan 3 (tiga) orang anak
masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah) pe&r hari terhitung sejak tanggal 8 Sep-

tember 1998 sampai putusan ini berkekuatan hukum

tetap:

Menghukum tergugat untuk membayar biaya perawatan,

L}
pemeliharaan serta pendidikan anak setelah perkara ini

diputus dan telah berkekuatan hukum tetap sampai anak

menjadi dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri;

Menghukum terguaoat untuk membayar natkah iddah sebasar

Rp. 2.50G.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah;

Eecara tunai setelah putusan berkekuatan hukum tetap:

Menyatakan sah dan berharga penyitaan yang dilakukan

Péngadilan Agama Jember tefhadap selurub harta benda

milik tergugat, baik terhadap harta yang bergerak

maupun yang tidak bergerakg

Menghukum tergugat untuk membayar biaya vyang timbul

akibat perkara ini;'

memberikan putusan lain yang seadil-adilnyaj;
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Menimbang, btshwa pada hari sidang vyang telah i

ditetépkan penggug.at datang menghadap dipersidangan

secara p,,nadi, Sec.ang tergugat datang menghadap persi-

dangan deny=n diwakili kuasanyaj

Men 1 mbaNg, tahwa majelis telah mengupayakan agar

penggugat menyelesaitan perkaranya dengan tergugat secara

berdamai, rnamun tidak berhasil. Kemudian dibacakan guga-—

.tan pengg'dat yang ternyata isinya

tetap dipertahankan

oleh pengu!/9&t;

Men iMmoang, barwa atas gugatan penggugat terssbut.

tergugat melalui ~uasanya memberikan jawaban tertulis

tertanggal 16 Dktobsr 2001 yang disampaikan kepada maje-
lis rada S3at persidangan telah memasuki acara pembul —

tian, yaity Pada sizang tanggal 16 Oktober 2001

Men imbang, Sabwa untuk meneguhkan dalil-dalil
gugatannys. PeNQQuzat telah mengajukan _bukti sebagai

berikut:

I. 8urats

1. Fotrw Copy Putusan Pengadilan Agama Jembsr Nomor:

o3en/Pdt.G/15938/PA . Jr. tanggal 21 Juni 1999 (P.1):

2. Fotww Copy Futusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa

 Timw Nomor: 197/Pdt.G/1999/FTA.Sby. " tanggal

Seplember 1953 (p.2);

=
13

3. Fotir Copy RAkta Cerai Nomor: 2032/8C/2000/68 Jr

tanti@al 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh

Pendadilan Rgama Jember (FP.3);

Foli Copy Akta Kelahiran Nomor: 727/1984 tanggal 17

Juli 2001 atas nama R kSSMERRCRNSNS (F.4);

5. Fole Copy Akta Kelahiran Nomor: 2874/1986 tanggal

14 Desember 1986 atas nama

e R i el i X TR
(P53 g
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Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 19/1822/1993 tang-—

g2l 8 September 1993 atas nama T e e )
e (P.o);

Foto Copy Lapeoran Perceraian tertanggal 9 Oktober

2000 (FP.7);

Foto Copy Daftar Gaji atas nama tergugat (Drs.
_, penggugat tidak menunjukkan aslinya
(F.8)3

Foto Copy Surat Fernyataan tertanggal

2001 (P.9);

14 Oktobor

I1. Sakgi.

1.

sebagai berikut

Andry Dwi Pandu?iyana, lidak bersuﬁpah 2

bahwa saksi-;dalah anak pengqugat dan tergugat;

bahwa penggugat dan targugat semula adalah suami

isteri, namun sejak 3 tahun yang lalu resmi

berceraig;

~ bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3

-

orang anak yang kesemuanya sekarang ikut

penggu-
gat;

= bahwa saksi dan kakak saksi (Mas Eka) ikut peng-—
gugat

sekitar pertengahan tahun 1999, dan sebe-

lumnya ikut tergugat;
bahwa selama saksi ikut Penggugat, semua kebutu-

han sehari-hari saksi dan saudaranya dicukupi

oleh penggugat;
- bahwa

saksi dan saudaranya yang lain bersepakat

ikut penggugat;

Menimbang,

bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti

I. Surat:

d.

Foto Copy Surat Fernyataan tertaﬁggal 21 Agustus
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2001 ¢ Talye

2

2. Foto ~opy Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember
Nomar: 2355/Pdt.G/1998/PA.Jr. tanggal 21 Juni 1999
& i 1 -
.II. Sakei:
' 1. Hari Supartao, bersumpah:
BePrwia, saksi adalah adik sepupu tergugat:
T babawg, Penggugat dan tergugat mantan suami

1sTer) dan telah bercerai sekitar T tzZhun yang
lal .
> ba%a’ . 3 :

ketika Penggugat dan tergugat masih suami

isveri, mereka tinggal di Bintaro, kemudian

Peihagugat Pergi meninggalkan rumah dan bertempat

Tis hagal di Jalan Pajajaran Jember;

-‘=-“~wa, saksi"tidak mengetahui penyebab pencjgugat

Qdir tergunat pisah temnpat tinggal:
Larwaa, Penggugat dan terguaat mempunyai 3

STwi yang ketiganya sekarang ikut

ut pengo

Sa™wa, anak Yang pertama dan kedua ikut pengqu-
S&3 spjak pertengahan tahun 1999, vang semula

“=+tua anak tersebut ikut tergugat;

S&ihuwg, sekarang ketiga anak tereebut vann mom—
Sisvai adalah penggugat;
RO limbang, bahwa Penggugat dan tergugszt masing-
m3sing elan menyampaikan kesimpulannya;
™=V lmbang, bahwa para pihzk menyataban tidat avan
GNCAIULEN nukti lain dan hanya mohon putusan;
'ﬁn-'mbang, bahwa untuk mempersingkat | wraian

Putusar in: ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita
acara

Sersuidangan dan merupakan bagian vang tak

terpi-
sahkan SSS@=an putusan iniy
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TENT HU¥K

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan

PengQugat sebagaimana terursai diatasjy

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49
ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 perkara ini menjadi wewe-—

riarig Paﬁgadilan Agama
Menimbang,

bahwa majelig telah mengupéyakan agar

Pengqugat berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak

berhasil:

Menimbang, bahwa atas gugatan PeEnggugat tersebut,
tergugat melalui

kuasanya telah menyampaikan jawabarn

tertulis tertanggal 16 Oktober 2001, jawaban mana disam—

paikan oleh kuasa tergugat pada sazt Persidangan memasuki

aCara pembuktian, vaitu sidang tanggal is& Dﬁtopber 2001,
Oleh kareranya, Jawaban tergugat tersebut haruslah dike-
sampingkan sebab tidak

Sesuai dengan hukum acara vyang

ber 1aku. Sehingga, dengan demikian menurut hukum tergugat

oianggap tidak menyampaikan Jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penasbuzn penqgounat
dan ternyata dikuatkan oleh bukti P.1 . P.2 dan Ps3

maka dinvatakan terbukti bahwa Penggugat adalah @mantan

isteri sah terqugat;

Menimbang, bahwa berdazarkan pengakuan penggugat,
pPengakuan mana ternyata dikuatkan oleh bukti F.4, P.5 dan
P.6 ,'maka dinyatakan terbukti bahwa selama penggugat dan
] .

tergugat terikat suatu perkawinan sah telah dikaruniai 3
masing-masing bernama: 1. AR

e 13hir 6 April 1984; 2. e e — T

8 Desember 193453 dan 3. m
e . lahir 26 Agustus 1993,

(tiga) orang anak 5

na, lahir

Menimbang, bahwa dengan demikian anak
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dury terqugat Yang partama

dan kedua telah mumayyis sebab

telah berusia lebih 12 tahun,
bel

sedang anak Yang tetiga-

4m mumayyis sebab belum berusia 12 tahun:

Menimbang, balwa menurut ketentuan pasal 108 huruft

(& dan b) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum
mumayyie atau beluim berusix 12 tehun hak asubnya berada
di ibunyva, sedangkan anak yang telah mamayyvise atau terlah

berugiax lebih dari 12 tabhun bk &wuibiny a turqantunq Fepada
pilih?ﬁ ariab, tersebuty

Menimbang, batiwa kaeberatan tergugat Sebagalimari i
Yang tercantum dalam 3

esimpulannya pada nomor = (tiga)
haruslah dikesampingkan, sebab kapasitag keteréngan anak
kedua penggugat dan tergugat tarsebut bukan keterangan
sebagai saksi, akan tetapi sebagai keterangan anak Y &ang
bertak untuk memilih siapa Yang berhak untuk mengasuhny a
(ibu &atau bapaknya) sebagaimana Yang diamanatkan

Pasal 105 huruf (b) Xompilasi Hu

oleh

kum Islam;

Fonimbang, bahwa berdasark

&n pengakuan anak kedua

« Maka

tergu-—
9at memilin ikut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan—pertim

bangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat sebagai
fana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua)

-

cukup
beralasan dan harus dikabulkan. Sehingga, majelis mene—

tapkan ' bahwa Penggugat sebagai . Pemegang hak hadlonah

terhadap ketiga anak Penggugat dan tergugat;

- Menimbang, bahbwa terhadap gugatan nafkah madlivah
Yang diajukan oleh Fenggugat, terqugat dalam kesimpu-
lannya menyatakan- bahwa gugatan PEnggugat a-;quo harus
ditolak sebab PEnggugat nuzuz, oleh karenanya terlebih
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dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah Pengqugat

terbukti nuzuz atau tidak;

Henimbang. bahwa berdasarkan bukti P.1 jo. P.2 dan
Tiaa l

< serta seorang saksi tergugat, maka dinyatakan terbuk-
ti bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti

maka dinyatakan terbukti bahwa kepergian penggugat
tersebut disebabkan karena rumah tangganya Jangan

gat telah tidak harmonis dan sudah tidak

tergu—
saling sapa
karena sering terjadi perselisihan/percekcokan yang paokoi

pangkalnya disebabkan karena:

= Untuk Kkeperluan sehari-hari pihak penggugat vang herho-

lanja, akan tetapi setelah Penggugat minta ganti uang
belanja yang telah dikeluarkannya terjadilah perteng-—
k

aran antara penggugat dan tergugat;

= Pihak pengqugat telah dicemburukan dengan  laki-1sbi

lain bernama Mochtar dan dengan Gus Mad 3

Menimbang, bahwa dalam bukti P.i jo. P.2 dan T.2

tersebut tidak terbukta adanya hubungan Pperselingkuhan/

pPacaran antara penggqugat dengan Mochtar dan déngan Gus
Mad;

Menimbang, bahwa.berdasarkan apa Qang telah diper-
timbangkan diatas, maka majelis berpendapat bahwa keper-

gian Penggugat tersebut bukan semata-mata ingin menghiin-

dar/menjauh dari tergugat, akan tetapi karena keadaan
rumah 'tangganya vyang tidak kondusif sehingga penggugat

mengalami penderitaan bathing

Menimbang, bahwa derigan demikian; majelis berke-
simpulan bahwa keperqgian Penggugat tersebut tidak dapat

dikategorikan sebagxi isteri Ya&ng nuzuz, oleh karenanya

Penggugat masin tetap berhak atas nafkah dari terqugat; .
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Menimbarg, bahwa Penggugat mengajukan gugatan
nafkah madlivah sejak perkara gugatan cerai diajukan cleh

pPe@nggugat wampai dengan putusan banﬂinq, yaitu sajal
tanggal 8 feptaember 1998 sampai dengan 1% September 1999
urntub wetiap harirya sebooar Rp. 285.000,- (dua puluty lima

ribou rupiah) g

Mwnimbanq, Babiva dari bukti-bukti Yang diajukarn
dlpEfﬁid&ﬁQﬁﬁ tidav ada catu Luk tipun YaNG  menunJudv ke
batwia sGjar tarnggal « September 1993 Eampal dengan tarng-
gal 17 September 199 terqugat masih tetap menteri nafvar

bepada PEnQgugat ;

Menimbang, et besarnysa nafhak Yang digugat olwh
Perrggugat eetiapg herinye ecwhiewar Rip. 28,000, -~ (dua  puluky
ilima ribu rugiah) menurut majelin

terlalu bagar deri

cenderung nemberatyan kepada terqugat. Oleh karenanya,
berdacaryen peeal 78 Undanq-undang Nomor 7 tahun 1ygy
majelis menetapkan besarnya nafkah Yanag pantas dan layak

tntuk  penggugat sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu  limaz

ratus rupiah) setiap harinyag

Mernimbano, bahwa dengan demikian, majelis menghu-

kum tergugat untuk membavar nafkah madliyvah &k

= =) iy —
epads peang

gugat sebesar Rp. 7.500,- »x 1 tabun & hari atau 3&6

hari
(sejak B8 September 1993 sam

pai dengan 13 Septemher 1999,

= Rp. 2.745.000, -

(Cua juts tujuh ratus empat puluh lima

ribu rupiah); o

M=nimbang,

bahwa tentang gugatan nafkah madliyah

anak dibertimbanqkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Yyang diajukan

dipersidangan tidak ada satu buktipun yang dapat meran-
jukkan bahwa selama ini tergugat masih tetap mzmberi

naftkah kepada anak-anaknya;
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Menimbang, bahwa bukti T.41 hanya membuktilan bahwa

harta bersama Fengougat dan tergugat S=bagaimans,

tersebut dalam bBukti T.1 tersebut diberikan/ dibhibahkan

kepade anak-anak fengaugat dan terguaat. Hal

tidak berarti mEnggugurkan  kewajiban tergugat untuk
memberi nafkah kepada anak—anaknya:

Menimbang, batwa menurut pasal 41 huruiib) Uhdanq—

Nomor 1 tahurn 1974. Banua "Bapak_yana bertancgunc
a&tss semua biava pemeliharaan darn cendidiian FERg
diperlukan anak itu, bilamans Gapak dalsm kenvataan Tidal
Gapat memesnuni kewajiban tersebut. Feraadiian dzpat

Tenantukan bahwa ibu ikut memikul biava tersecut™:
Menimbang, bahua menurut pPasal 45 zvat 127 Urdeen.
undanc MNomor 1 tahun 1974 banwa kewaj;ban!
memberi natkah keradsa anak-anzknya tersebot be~lzi

mEskioun perkawinan antar

Menimbang, bahwa meruros

€i Hukum Isl

& Capar member: asTher
trepada ansk-ansknva terssbut sEampai omur ahek—anakna
mencasai <1 tahus. SEpanjan

fit anak tersebux  tidsk cacat
i8ik  maupun  mERExl  atau balum opernahn melanozanagban
. Perkawinan:

Menimbang, bahwa tergugat sebagai oEgQawai negerd
Sipil dengan . golongan III/d (bukti F.8) tentu dacaz
memenuhi kewajiban rafkah kepada anak-anaknyas

Menimbang, ba =S S

fwa berdasarkan bukti P13
T.2 sertx Keterznaan anak kedua pengguaat dan

BRE

tergugat, maka dinyatakan terbukti bahwa anal peritsma darn
kedua penggugat dar tergugat ikut P&nagugat ssjak perten-
aahan  tahun 1999 (atau sejak Juli 1999),

sedano anal

ketiga ikut penqgugat sejak awal diajukan gquqgatan carai.

.
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Yaitu tanggal 3 September 1994:

Menimbang, betwa berdszarkan apa vang telan dipee-
ﬁimbanqkan Ciatas dencan didasarkan ketertuan

g

1 -2

DHSa

a1

Undang-undang Nomar 7 +zhun 1989, maka majzlis mEnahuk am
tergugat untuk menbavar nafken mad)ivern ana

[ YR

bengguaat., vaitu :

= Naftkah madlivah anak pertama dan kedua untuk

zetiap
harinva sebesar RE. 10.000,~ 2 2 tahun S Belan % rFars
atau €81 hari (sejsk Juli 1999 sampai dengan 11X Decem-
ber 2001} = Rp. £.810.000. - icelapan juta delzocan rawus

sepuluh ribu rugiah):

~ Matkah madlivah anak ketiga sebesar Rp. S5.000.-

tehun 3 Sulsh 4 hari atau 1174 hari (seisk & Septemetr
Sambai dengan 11 Desember 2001) = Bp. S.870.000.-
(lica juts delepan ratus tujuh puluh ribu rupiat):

Menimbang. bahwa tentanc gugatan peENgguUgat yang
tercanitum dalam tizum nocmor lima dipertimbanaokan sena-
2l beri

[
o

+
AULC

Manimbany, bakwa demi kelangsungan hicup d3e
pendidikan anak -anak Yang akan datang tentunva mEmEr Luk.an

.

Menimbang. banwa sebagai mana telah diperzimbarc—

Balwa bapak tetap berkewajicezn memoer: naTian

pendidivan anak. kewajiban mana berlangsung

: L dangan asnak tersebut dewasa {umur Zzi
mEskipun crana tus telzh bercerais

Menimbang, babwa berdasarkan pertimbancan tercebut

diatas. aaka majelis menghukum tergugat untuk membavar
tepada perigauoat rafkah ketiga anak pengguagat dan terau-

gat yang kesemuanya berada dalam asuhan: cengguoat sampai

dengan dewzca. masing-masing schesar:
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- Untuk anak pertama szbesar Ro. 200.000. - setiap oculan:

~ Untuk enak kodua sebezar Fo. L175.G00. -~ setiap bulan:

- Untul anak ketics sabesar R, 150.000,~ sstisc bular:

= 4

enimbang. bahwa untuk gugatan pencgguoat sebagsi-
maria vyano tercantum adzlam petitum nomor enam

gipertim—

banagkan seﬁaqai berikut;
Meriimbang. bahwa menurut pasal 149 hurdT ik
kompilasi Hukum Islam. bariwa "Bilamana serbawinan GuUTus

kare;a talak._maka bekas suami wajib: (b} memberi nafthkah.
maskan dan kiswah kepsada bE;as isteri sélama dalam
kecuaii bekas isté;i telabh dijatuhi talaﬁwfain atau rusus
dan dalam keadaan famil";

Menimbarng, bahwa cari ketentuan pazal 149 r~urus
(b) Kompitasi Hukum Islam tersebut dapat diambil sustu
norma  hukum  bahwa izteri berhak natkah iddah arabiisz
berceraiannva karena talak, sehingga ketentuan tarsztu

1

jJika di interpreta=i Secara & contrario maka daoat

diam—
Gil suatu norma hukum Sabwa isteri tidakx berkal ates
natkahk iddsh jika perceraiannva karena cerai gqugzat

{isteri vanag mengaiukan gugatan peErceraian):

Menimbanag, bahwa dengan demikian berdssarkan
pertimbangan tersebut diatas, maka qugatan peEmggQusst
L

tentang nafkah iddah haruslah ditolaks;

Menimbang,

Sahvia tentang permohonan FENQaGUgsat acar
semua harta benda milik ‘terguaat baik harta tetap maupun
bergerak diletakkan sita Jaminan, haruslah dinvatar

-t

wabur {obcuur libeli} dan dirnvatakan tidak di;erima.

Menimbang, bahwa bukti P.7 haruslah dikesamoinabar
sebab merupakan laporan penggugat yang tidak mempurvai

nilai pambuktiang
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Menimbang.  bahbiwa Gerdasarkan zszou: RET 2GS
Ltersebul giatas, maia JUQa=an sEnggugat Jdib abwil s TS
Sians

Menimbang. tahwa oleh Yarens gerkara  inl  aae
dalam Cigdang Feriawinsn., hees Cerdszarkan ocasal == IR S
CAY U N 7 tafwun 1985 bizvae :erhsra’d;tezahraﬁ fELeds

- ot o i .

l-lq‘i'\_-l‘-.l—n\,aL-

Mengirgat. semua ocasail Caliam oeratuess
peruﬁaannan—unnanqan Yang oerilaku dan nukus I=zlzn S
bterkaitan Cengan perkara aimis

BENGAD I L T

1. Menerima dam mEnoabulkan QU2AaLan  pengouzat By S
SeEbagiarn;

2. Men=tackan sebagai hukum. bahwa penagugat sebegsz:
Temegana hal hadlananipenqasuh ketiga anay DEnGauas s
dan terguast MISing-masing bernama:

- R e — lahir & April 19a33. ’
B. m iahir 2 Dezember =i
n c. h——_ lehir 2& Agustus 1353

3. Mermghukum tergugat untuk membavyar nafkah Mmaglivak
Lepads HENGguoat sebessapr Ro. Z2.785,. 000, - b f gt &
tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) s é

4. Menghubum terguoat  untuk meEmbay ar itspaga BETCG.LaoE
nathabh madlivah k=tiga anak Yyang berada dxlam ez;" =
Fengaougat

sSebesar Rp. 14.680.00&,- (empat belazas 5

enam ratus delapan puluh ribu rupiahl:

S. Merghukum terguost untuk mEmbayar fkecags SENGOL GE T
biava hadlonah dan oendidikan ketigas anak zamos:
dengan dewasa, MAEING-masing untuk setiap bulannyva:
R —" sebesar Ro. 200.000.-" b T

ralus ribu rupiah):
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